
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

ayat (4) Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020

tentang  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  di

Lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia,  perlu

menetapkan  Keputusan  Ketua  Ombudsman  tentang

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4899);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang

Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
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Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99,  Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan  Ombudsman  Nomor  46  Tahun  2020

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020

Nomor 1283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN  KETUA  OMBUDSMAN  TENTANG  TIM

PENGELOLA  LAYANAN  INFORMASI  DAN

DOKUMENTASI 

KESATU : Menetapkan  Tim  Pengelola  Layanan  Informasi  dan

Dokumentasi  di  Lingkungan  Ombudsman  Republik

Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Tim  Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan

sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

Ketua Ombudsman RI.

KEDUA       : Tim  Pengelola  Layanan  Informasi  dan  Dokumentasi,

sebagai  dimaksud  dalam  DIKTUM  KESATU

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  di

Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

KETIGA : Segala  biaya  yang  timbul  berkenaan  dengan

pelaksanaan  tugas  Tim  Pengelola  Informasi  dan
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Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA

KEEMPAT : Pada  saat  Keputusan  Ketua  Ombudsman  ini  mulai

berlaku,  Keputusan  Ketua  Ombudsman  Nomor  19

Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi

dan  Dokumentasi  di  Lingkungan  Ombudsman

Republik  Indonesia  dicabut  dan  dinyatakan  tidak

berlaku.

 KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada

tanggal  ditetapkan,  dan  apabila  dikemudian  hari

terdapat  kekeliruan  akan  diadakan  perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2025

KETUA  OMBUDSMAN  REPUBLIK

INDONSIA,

               #

MOKHAMMAD NAJIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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LAMPIRAN  KEPUTUSAN  KETUA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI  DAN  DOKUMENTASI  DI

LINGKUNGAN  OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

Pembina Mokhamad Najih

Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi

1. Boby Hamzar Rafinus

2. Yeka Hendra Fatika

3. Johanes Widijantoro

Atasan PPID Sekretaris Jenderal

PPID Utama Kepala Biro Humas dan TI 

PPID Perwakilan Ombudsman RI

1. Provinsi Aceh
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sumater Utara

3. Provinsi Riau
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Riau

4. Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sumatera Barat

5. Provinsi Jambi Kepala Perwakilan Ombudsman 
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JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

Provinsi Jambi

6. Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sumatera Selatan

7. Provinsi Bengkulu
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Bengkulu

8. Provinsi Bangka Belitung
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Bangka Belitung

9. Provinsi Lampung
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Lampung

10. Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kepulauan Riau

11. Provinsi Jakarta Raya
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Jakarta Raya

12. Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Jawa Barat

13. Provinsi Jawa Tengah
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Jawa Tengah

14. Provinsi D.I. Yogyakarta
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi DI. Yogyakarta

15. Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Jawa Timur

16. Provinsi Banten
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Banten

17. Provinsi Bali
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Bali

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Nusa Tenggara Barat

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Nusa Tenggara Timur

20. Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kalimantan Barat



- 6 -

JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

21. Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kalimantan Tengah

22. Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kalimantan Selatan

23. Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kalimantan Timur

24. Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Kalimantan Utara

25. Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sulawesi Utara

26. Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sulawesi Tengah

27. Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sulawesi Selatan

28. Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sulawesi Tenggara

29. Provinsi Gorontalo
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Gorontalo

30. Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Sulawesi Barat

31. Provinsi Maluku
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Maluku

32. Provinsi Maluku Utara
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Maluku Utara

33. Provinsi Papua Barat
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Papua Barat

34. Provinsi Papua
Kepala Perwakilan Ombudsman 

Provinsi Papua

Perangkat PPID

Bidang Pelayanan Informasi

Koordinator Heru Tjahjono
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JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

Anggota 1. Fuad Mushofa

2. Eko Wahyu Wijiantoro

3. Nurul Istiamuji

4. Siti Fatimah

5. Nungky Febrianawati

Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi

Koordinator Indra Dwi Aprianto

Anggota 1. Tengku Reza Pahlepi

2. Zenia Annabel

3. Rizal Arieyono

4. Oktaviyani Daswati

5. Kamila Sabila Fita Safni

6. Syahroni

7. Aidya Wulan Saphitri

8. Yeni Sulistiowati

9. Syifa Nur Awalia

10.Dwi Mei Fitri Irawati

11.Della Nurshanti

Bidang Pengelola Sistem Teknologi Informasi

Koordinator Stefanus Lugas Prastowo

Anggota 1. Aprilistyo Dwi Hanafi

2. Gunawan Riyanto

3. Tety Yuniarti

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Konsultasi Hukum   

Koordinator Panji Jaya Laksana

Anggota 1. Cahya Rahmadhani

2. Imastuti Daraayu Nurfidyawati

3. Desy Jayanti Pratika

4. Almah Ristanti

5. Dwi Hartanto

6. Teuku Ryan Herdiansyah
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